LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2013

BUMN. Perusahaan Umum. Perikanan
Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan

Samudera sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera perlu
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara,;

. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu

melakukan pengembangan usaha dengan menambah
tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum)
Prasarana Perikanan Samudera serta mengubah
namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan
Indonesia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia;
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan
(PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM

(PERUM) PERIKANAN INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang selanjutnya
disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang
menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan barang, jasa, dan
pengembangan Sistem Bisnis Perikanan.

Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya
mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas
untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara
keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya
dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis
operasional.
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Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk
mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan
mengatur kebijakan sektor perikanan.

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas
Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan
serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sistem Bisnis Perikanan adalah pengusahaan perikanan yang
bergerak dalam bidang praproduksi, produksi, pengolahan, dan
pemasaran.

BAB Il

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Dasar Hukum Pendirian
Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera,
dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000
tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera,
dilanjutkan berdirinya dan diubah namanya menjadi Perusahaan Umum
(Perum) Perikanan Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
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Bagian Kedua

Penugasan
Pasal 3

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan
penugasan yang meliputi kegiatan:

a. pelayanan jasa tambat labuh pasca penyelesaian administrasi
(clearance) oleh instansi yang berwenang di Pelabuhan Perikanan;

b. pelayanan jasa bongkar muat; dan
c. pengelolaan sarana dan prasarana Perikanan.

Kegiatan yang dilanjutkan penugasannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi wilayah kerja:

a. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, di
Jakarta;

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, di Sumatera Utara;
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, di Jawa Tengah;
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, di Jawa Timur;

® o o o

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, di Kalimantan Barat;
dan

f. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, di Jawa Timur.

Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
Teknis dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan untuk
melakukan pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja
lain.

Pasal 4

Dalam melaksanakan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Perusahaan berwenang penuh dan wajib mengelola
dan mengusahakan aset Perusahaan dalam wilayah kerja dimaksud,
termasuk menarik manfaat atas aset yang bersangkutan.

Dalam hal Perusahaan melaksanakan penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan barang milik negara,
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana
dan prasarana milik Perusahaan dalam wilayah kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
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Berdasarkan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) Direksi berwenang menetapkan tarif terhadap
pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana dalam
wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan
persetujuan Menteri Teknis.

BAB Il

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu
Pasal 6

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Perikanan
Indonesia atau disingkat Perum Perindo.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.

Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Pengawas.

Pasal 7

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha
Pasal 8

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan
dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi
dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang
pelayanan barang, jasa dan pengembangan Sistem Bisnis Perikanan
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk
menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama:

a. pelayanan jasa tambat labuh pasca penyelesaian administrasi
(clearance) oleh instansi yang berwenang di pelabuhan perikanan;

b. pelayanan jasa bongkar muat;

c. pengelolaan sarana dan prasarana Perikanan, meliputi tetapi
tidak terbatas pada:
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